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PENGANTAR

srama Transito di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) dan
Rusun Puspa Agro di Sidoarjo Jawa Timur (Jatim) adalah

monumen intoleransiyang kasusnya belum bisa terselesaikan
secara menyeluruh. Ada sekitar 130 jiwa komunitas Ahmadiyah
yang masih menjadi pengungsi di Asrama Transito Mataram dan
sedikitnya 378 jiwa komunitas Syiah yang masih berdiam di Rusun
Puspa Agro Sidoarjo. Komunitas Ahmadiyah terusir dari kampung
halamannya di Ketapang Lombok Barat dan Pancor Lombok Timur,
selama lebih dari 13 tahun. Sedangkan pengungsi komunitas Syiah
sudah lebih dari tujuh tahun tidak bisa kembali ke kampungnya di
Sampang,Madura.Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke kampung
halamannya namun juga dilarang untuk menetap di tempat
penampungan selamanya. Kondisi mereka di penampungan sangat
memprihatinkan.Terakhir,adik ipar dari Tajul Muluk meninggal dunia
dalam pengungsian akibat sakit yang diderita selama mengungsi.t
Selain itu, berdasarkan penelitian Setara Institute pada tahun 2017,
sebagian besar pengungsi Ahmadiyah juga masih mendapatkan

1 https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/lagi-satu-warga-
syiah-sampang-meninggal-dalam-statusnya-sebagai-pengungsi-di-negeri-sendiri/
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berbagai tindakan diskriminatif.? Belum
tuntasnya persoalan pengungsi komunitas
Ahmadiyah dan Sampang adalah ujian bagi
komitmen pemerintah dalam memastikan
kehadiran negara bagi mereka.

Komunitas Syiah Sampang mengungsi
karena konflik dengan Muslim Sunni
yang menyerang dan membakar tempat
tinggalnya seminggu setelah perayaan
Idul Fitri pada tahun 2012. Konflik tersebut
tidak bisa dipahami hanya sebagai
perseteruan terkait interpretasi keagamaan
atau  hubungan persaudaraan tetapi
berhubungan pula dengan penggerusan
struktur kekuasaan dan ekonomi yang
sudah mapan (Pamungkas dkk, 2017: 3).
Komunitas Ahmadiyah yang mengungsi
di Asrama Transito datang dari beberapa
daerah di Lombok yang mengalami
persekusi.Faktor penyebab persekusi antara
lain perbedaan aliran keagamaan dan
keterbatasan komunikasi antara kelompok
Ahmadiyah dengan Sunni (Pamungkas
2017, 4). Para da’i Ahmadiyah yang berasal
dari luar Lombok kurang memahami budaya
Sasak. Sementara, ulama Sunni juga merasa
terancam dengan keberadaan Ahmadiyah
karena kurangnya komunikasi dengan
kelompok tersebut.

Upayarekonsiliasi sudah dilakukan baik oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun
Nusa Tenggara Barat.Namun dari kerja-kerja

2 Setara Institute, Fahmina Institute, Farsight. Security &
Protection of Ahmadiyya in Indonesia: Policy tools to
reduce radicalization against Ahmadiyya. March 2017

rekonsiliasi yang dilakukan, terlihat bahwa
kedua pemerintah provinsi belum memiliki
peta jalan untuk mewujudkan rekonsiliasi
antara pengungsi dengan pelaku. Selain
itu, kedua pemerintah provinsi belum
berhasil mengembalikan para pengungsi
ke kediaman asalnya. Kedua pemerintah
provinsi terlihat tidak memiliki komitmen
yang serius untuk mengembalikan para
pengungsi ke kampung halamannya. Para
pengungsi Ahmadiyah maupun Syiah
adalah warga negara yang sah sehingga
pemerintah wajib untuk menjamin hak-
haknya. Pemulihan hak komunitas syiah
dan ahmadiyah adalah persoalan yang
melampaui urusan teologi karena terkait

dengan status mereka sebagai warga
negara. Pemerintah Provinsi NTB dan
Jawa Timur perlu lebih berani dalam

menunjukkan kepemimpinan yang berpihak
dan melindungi kelompok minoritas..

Upaya rekonsiliasi yang dilaksanakan
Pemerintah provinsi dengan menggunakan
pendekatan keagamaan tidak berhasil
dan sulit untuk dijalankan. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) NTB maupun Jawa
Timur menyaratkan komunitas Syiah
dan Ahmadiyah untuk bertaubat kembali
ke Sunni jika ingin tinggal di kampung
halamannya. Persyaratan tersebut justru
memperpanjang diskriminasi  terhadap
kedua kelompok minoritas. Selain itu,
kebijakan relokasi untuk membangun
pemukiman baru tidak kunjung tuntas.
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Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan mengumpulkan kyai-
kyai moderat sebagai tandingan kyai-kyai
anti syiah juga tidak membuahkan hasil.
Para kyai moderat tersebut tidak mampu
menembus jaringan kyai-kyai anti Syiah
di Sampang yang memang relatif lebih
senior. Sementara itu, Pemerintah Provinsi
NTB tidak mampu bersikap tegas terhadap
desakan anti Ahmadiyah yang dimotori oleh
Nahdlatul Wathan (NW), organisasi muslim
Sunni terbesar, yang pengaruhnya masuk
ke dalam struktur pemerintahan daerah
(Pamungkas dkk, 2017: 7).

Pengungsi menurut pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana
adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat
tinggalnya untuk jangka waktu yang belum
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana mengatakan
bahwa bencana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat  yang  disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non
alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis.

Peraturan ini membagi bencana dalam tiga
kategori yaitu bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Bencana alam
adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.> Bencana non alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa non alam yang
antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.*
Bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
yang meliputi konflik sosial antarkelompok
atau antar komunitas masyarakat,dan teror.®
Dengan demikian, kasus Ahmadiyah di
NTB dan Syiah di Jawa Timur masuk dalam
kategori bencana sosial karena kejadian
di kedua wilayah tersebut melibatkan
dua  kelompok/komunitas  masyarakat
yang memiliki perbedaan keyakinan yang
menimbulkan konflik dan persekusi.

3 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

4 Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

5 Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
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Penanggulangan bencana meliputi tiga
tahap vyaitu pra bencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana. Kasus Syiah
di Sampang Jawa Timur dan Ahmadiyah
di Lombok Nusa Tenggara Barat dapat
dikategorikan  dalam  penanggulangan
pasca bencana. Penanggulangan bencana
pada tahap pasca bencana meliputi
rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi
adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik sampai tingkat
yang memadai agar aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pasca bencana bisa berjalan.® Sementara
itu, yang dimaksud dengan rekonstruksi
adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana kelembagaan pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat
supaya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban
bisa berkembang kembali di wilayah
pasca bencana.” Dalam penanggulangan

bencana, peraturan perundangan
Nomor 24 Tahun 2007 ini menyaratkan
harus  berlandaskan pada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa asas
mendasar seperti kemanusiaan; keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan.?

6 Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

7 Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

8 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Asas

Penyelesaian kasus Syiah Sampang dan
Ahmadiyah NTB hingga saat ini belum
menemukan titik temu yang bisa diterima
oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan NTB
seperti menjamin keamanan pengungsi,
trauma healing bagi pengungsi, alokasi
anggaran berupa bantuan finansial maupun
upaya rekonsiliasi dengan melibatkan
para kiai moderat untuk membantu upaya
rekonsiliasi.’

Namun, upaya rekonsiliasi  maupun
pemulihan hak pengungsi Syiah dan
Ahmadiyah terhambat oleh jaringan

pelaku kekerasan baik di Sampang maupun
Lombok. Meskipun jumlahnya kecil, mereka
mempunyai koneksi pada tingkat nasional
dan pengaruh politik yang signifikan pada
level lokal. Pada saat yang bersamaan,
pemerintah daerah lewat Dinas Kesatuan
Bangsa dan Politk (Kesbangpol) justru
memberi ruang kepada kyai yang intoleran
untuk mengisi kegiatan keagamaan. Selain
itu, gubernur tidak mampu berpihak secara
tegasterhadap kelompok Syiah -Ahmadiyah
karena dinilai dapat mempengaruhi
dukungan dalam kontestasi elektoral.

yang dimaksud adalah

9 (Cahyo Pamungkas dkk, Perlindungan Pengungsi
Minoritas Agama: Komunitas Syiah Sampang dan
Ahmadiyah Mataram, Policy Paper, (Jakarta: LIPI,
Desember 2017).
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Hambatan lainnya adalah perbedaan
keyakinan teologis, baik bagi kelompok
Syiah-Ahmadiyah dan Sunni yang selalu
dijadikan basis legitimasi bagi penolakan
rekonsiliasi. Oleh karena itu, perlu ada
langkah lain di luar pendekatan teologis
untuk memecah kebuntuan rekonsiliasi
dan pemulihan hak komunitas Syiah-
Ahmadiyah. Sebelumnya, rekonsiliasi yang
ditawarkan selalu disertai dengan syarat
agar komunitas Ahmadiyah kembali ke
dalam ajaran yang benar (Sunni).?

Hambatan selanjutnya adalah klaim
teritorial yang menyulitkan komunitas
Ahmadiyah-Syiah untuk bisa kembali ke
kampung halamannya. Kelompok anti
Syiah-Ahmadiyah mendasarkan pada klaim
kewilayahan untuk menentukan keyakinan
keagamaan apa yang bisa hidup di tempat
tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tidak memiliki pilihan
lain kecuali melakukan relokasi dengan
menyediakan tempat di kawasan Benowo
Surabaya pada tahun 2018. Namun,
komunitas Syiah menolak tawaran tersebut.
Tawaran  relokasi dianggap sebagai
bentuk kekalahan terhadap penegakkan
konstitusi Negara.!* Pemerintah Provinsi
Jawa Timur lebih mementingkan opsi

10 Cahyo Pamungkas dkk, Perlindungan Pengungsi
Minoritas Agama: Komunitas Syiah Sampang dan
Ahmadiyah Mataram, Policy Paper, (Jakarta: LIPI,
Desember 2017).

11 https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-
tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-
pengungsi-syiah-sampang/4274072.html diakses pada
25 Oktober 2019 pukul 10.55.

relokasi dibanding mengembalikan
pengungsi Syiah ke kampung halamannya
karena  pertimbangan ketentraman
dan ketertiban masyarakat.!? Padahal
dalam penanggulangan bencana, tingkat
keberhasilan rekonsiliasi dan resolusi
konflik ditandai dengan kembalinya warga
yang berkonflik untuktinggal berdampingan
secara damai.

Hambatan berikutnya terkait dengan
lemahnya regulasi pengelolaan pengungsi
internal karena belum mampu menjamin
komitmen pemerintah daerah dalam
menjalankan tugas yang diamanatkan oleh
regulasi tersebut. Hal ini diperlihatkan
dengan minimnya bantuan yang diberikan
oleh Pemerintah Provini NTB bagi
pengungsi Ahmadiyah.®* Padahal dalam
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 bahwa
pengungsi berhak mendapatkan bantuan
tidak saja pada saat tanggap darurat namun
juga pada saat pasca bencana.

12 Pada masa kepemimpinan Dr. H Sukarwo, telah terbit
dua peraturan yang terkait dengan aliran sesat dan
larangan terhadap penganut ajaran Ahmadiyah.
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada 28 Februari
2011 mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor  188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) di Jawa
Timur. Pada tanggal 23 Juli 2012, Gubernur Jawa Timur
Dr H Soekarwo mengeluarkan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pembinaan
Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di
Jawa Timur

13 Cahyo Pamungkas dkk, Perlindungan Pengungsi
Minoritas Agama: Komunitas Syiah Sampang dan
Ahmadiyah Mataram, Policy Paper, (Jakarta: LIPI,
Desember 2017).
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